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Jawab Tantangan Era Digital

DPR Siap Revisi

Senayan memandang regulasi penyiaran wajib diperbarui
guna menjawab tantangan era digital sekaligus menjaga
kepentingan nasional. Hal ini mengingat pola kensumsi
informasi masyarakat juga berubah dari media penyiaran
konvensional ke platform digital.

ANGGOTA Balan Lugislasi
[Galeg) DPR 1 Ketut Kariyasa
Acnyara mengatakan, nvisi Une
dang-Undang (UL Penyiaran
merupakan kebutuhan mendesak.
Pasalovar, transfomasi penyviaran
ke anah digital imembewa darmgpak
Tuas Dapi penvebaran informasi,
persepsi publik, perekanomian
nasional, hinpps masa depan
b, Perubabian itwmembalub-
kan Lancasan hukurn bam,

D menpapresiasi langlah
Komisi [ DPR vang menginisiasi
perubabian UL Penyiaran, Narmn,
substansi dral j roasih banes di-
perdalam. Terutarma vang wekait
pengaturan penyiaran berbasis
platform digital yang Kini jadi
Fuang utama masvarakat, “Pen-
puataniya apar lidak menyisakan
kekosongan nomma bukum,” ka-
taiyia, Jurnal (17/772026).

UL Penyiaran yvang kini bee-
Tk, kata Ketut, Tebiln banyak
mengatur peny iaan konvensional
sepierti telewisi dan radio. Padabal
saal dni osvarakal memperoleh
informasi melalui intemet dan
s seperti TikTok serta Fave-
book. Justru aspek penyiaran
digital flulah vang scharusnya
miendapatkan pengaturan ebib
bunnprehensil.

Pasalnya, perubahan lanskap
mmwilia liddak hanya nenghadickan

peluang vkonomi, melainkan
Lantangan brsar bap negara ik
roenjaga kedaulatan digital. Akt-
vitas ehonomi yang beckngsung
rowefalui Derbagai platform global
sangal besar Sermentara ilo, Indo-
riesia roasiby nesmiliki keterbutasan
alarm enpatur maupun mesga-
wrsh selurub aktivitas digital i

Lanygkah strategis ini diambil
agar regulasi vang dihasilkan
roiamapu mernberikan kepastian -
eaarrn yiang jelas, Selainit, aturan
Laru bisia rovelinncduaniggh kependingan
nasivmal di gt heckembang-
iyl tren chonorni digital plobal ®
IJJHFII_YH.

Selamjutmya, dia menyorot ke-
Lerbatasan kewenamgan lemba-
pat pengawas peryviaran dalam
roenphislapi perkerobangan plat-
Forvir digital. Karena di satu sisi.
penpawasan Komisi Penyiaran
Indonesia (KPD lebih berlokus
ezt peervyelenppara konvensional.
[0 s Bain, Declgai konten yang
beredar Tuas melaboi platform
dligeitea] b sepenuhnya berada
dalarn zang lingkup pengawisan.

Sejumlah negara, Jangul Ket,
ety mmiannnp mernbangun regulasi
wang lebih adaptif dalam menge-
loakin muang digeital. Mereka subses
riendorong tumbuahya platfoem
sl sert menctapkan aturan
pelindung kepeotingan negara.
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Penpalaretan global i Disa menjai

salah st pefimens burbargs untuk

memperkaya substansi materi

Vs,

Proses harmonisasi di Baleg
maupun peibalasan lanjutan
o Komisi 1 dilrapkan seriakin
roemperkuat penpaturan digilal,
Repulas ind barus selevan dengan
peerkenbangan tekeobogi informasi
sl i, Ketika regulasi selosai
disusun, manfaatiya bisa mem-
Levibezan ke faane koo sekaligus
rocnchubung kepentingan bangsa di
era digilal,” neapmya.

Wakil Ketna Komisi 1 DPR
Diave Akbarshab Fikormo Lak-
song menambahkan, revisi U
Penviaran merupakan sebuah
lamghah strategis. Sisterm hubkum
nasional wajilt mengikuli per-
bembangan tehoulogi informasi
e kornumikasi. Apalagi sudat
lebsih chard dheat dhebacde UL Nurmor
32 Tahun 2002 vang jack Tomlasi
prenydaran diberlakakan.

Saal ini, kata Dave, lanskap

el telah benabab sangat cepal
kbl digitalisasi. internel, hinpga
kecerdasan artifisial. Makanya,
bk nasional barus beradap-
s angrar Gk Lerjadi kekosongan
repulasi. “Revist UL ini bukan
sebadar memperbarud aturan Jane,
milainkan jacdi morenum wem-
Liampman ekusistem penyiasan yang
atlil,” e ey,

Dave roemastikan, revisi LU
Penyiavan coenapaban perulatian
btz aatans UL Momwr 32 Tahun
2002 than bukan pembeniukan
LI bam, Sepenti diketahud, regu-
last penyiaran scbelumnya telah
merpalanmi dua kali perababan.
Aluran ity divbab melalui UU
MNoror 11 Tahun 2020 serta UU
Mormor & Tabue 2023,

Sucara subslansic perubabian
iy, diladkan masth berada di
berwathambieng buatas 50 persen. Se-
cama yurielis, statos hokumomya etap
dikategorikan sebagai penaliaban
UL "Dral g disusun dengan
letip mempertabankan kerangka
utarnat serta filosoli dasar dan UU
Penyiaran vang beclaku saal ini,
unphapryi.

Diar by, sk cnam sulstarsi
wamy, fardi fokus peoubaban dalam
RUL Penyiaran. Poin periama
atlalah peroyernpurnaan konside-
ran “Menimbang” dan “Meng-
ingal”. Langhkah perbaikan ini

i, tlan yuricis yang fu
lebih dari dua dekale werakhic di

Inchoenesia,
Fokus kedua, sambung Dave,
terkail dengan penguatan kelem-
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agaan KPT, baik tingkal pusat
maupun provinst. Perubalian il
mencakup peoataan hulunpan
Felembegaan, s, kewenangan,
Tl hivrarkis, hingga me-
Kemisine pernilihen komisioner. Poe-
niattaen ind dilakudin agar lembaga
pengavas bisa lebib efehel dan
ackaptil lerbadap industn media,

Untuk puin ketiga, lerkait
dengan perluasan ruang ling-
kup Tavanan jasa penyiazan. Jika
sebelumnya fokus pada radie
dan televisi konvensional, kini
aturan diperhias dengan menga-
kormdasi platform digital. “Ini
diambil karvre masyarabat tidak
lagh By nwengakses nformasi
melah media welevisi atan radio
Rorensional.” lerangnya.

Fubus keempat sual prnguatan
kelembapaan Lembaga Penviaran
Publik (LPP) melalui pemataan
dasar bukom. Langhab it roen-
cabup restrukturisisi Dewan Po-
npaves dan Dewan Dinckst, serla
drversifikast sumber pendanaan,
Terubosan yang diusullan adalah
mumbuka peluang bagi basil
pendapatan iklan dari platform
dipital sebagai sumber dana bar.

Fain kelima meliputd pem-
Daran kelentuan mengenai si-
aran iklan derkail batasan dan
mekanisme sanksi. Aluran ini
disesuaikan dengan pola konsurnsi
media rasyaradat, Seroentara i,
poin keenamn adalah transformeasi
Prtloman Perilaku Perrviaran dan
Standar Propram Siaran (PI5F5)
menjadi Pedonian Perilaka Pe.
nviaran tan Standar [si Peniaran
(PASIS). mpye
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